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ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, memberikan keterangan sebagai saksi/ahli dalam suatu sidang pengadilan adalah
kewajiban hukum bagi setiap orang. Orang yang menolak kewajiban memberi keterangan sebagai saksi tanpa alasan yang sah dapat
dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dalam perkara pidana dan penjara 6 bulan dalam perkara perdata berdasarkan
ketentuan Pasal 224 ayat (1) KUHP. Kewajiban tersebut diimbangi dengan hak yang dijamin oleh ketentuan Pasal 229 ayat (1)
KUHAP bahwa saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan pada semua tingkat
pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut Pasal 229 ayat (1) KUHAP. Pada praktiknya ketentuan tersebut tidak
dijalankan sebagaimana mestinya. Saksi/ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dan memberikan keterangan di semua tingkat
pemeriksaan khususnya pada tingkat penyidikan masih belum mendapatkan penggantian biaya sebagaimana yang telah dijamin oleh
Undang-Undang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggantian biaya bagi saksi dan ahli sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengkaji
prosedur penggantian biaya bagi saksi atau ahli. Dan, mengkaji hambatan dalam pelaksanaan hak saksi atau ahli untuk
mendapatkan penggantian biaya.
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di
lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menjelaskan gambaran mengenai fakta-fakta dalam penyelesaian perkara
pidana yang menghadirkan saksi dan/atau ahli, khususnya dalam hal penggantian biaya. Adapun sumber data yang digunakan
diperoleh dari penelitian kepustakaan, mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta
diperoleh dari penelitian lapangan. Data dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif dan dianalisis
secara kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak saksi dan ahli mendapatkan penggantian biaya di Kepolisian Resort Kota
Banda Aceh masih terdapat kekurangan dalam pemenuhannya, penyidik maupun penuntut umum terkesan diskriminatif terhadap
pemenuhan hak saksi dan ahli. Tata cara penggantian biaya bagi saksi dan ahli selama ini tidak ada ketentuan khusus, bagi ahli
penggantian biaya langsung diserahkan segera setelah selesai memberikan keterangan, namun jika ahli berasal dari luar daerah,
penggantian biaya diserahkan ketika proses reimburse selesai, sedangkan terhadap ahli yang sudah mendapatkan SPPD dari instansi
pengirim maka penggantian biaya oleh penyidik tidak lagi diberikan. Hambatan dalam pelaksanaan hak saksi dan ahli mendapatkan
penggantian biaya disebabkan oleh faktor internal yaitu tidak tersedia anggaran yang memadai untuk penanganan perkara dan faktor
eksternal yaitu tidak adanya aturan organik yang mengatur lebih lanjut tentang letak pos anggaran untuk penggantian biaya yang
terkonsentrasi pada satu lembaga atau tingkat pemeriksaan tertentu sehingga pelaksanaannya menjadi tidak ada kepastian.
Disarankan kepada pemerintah agar memberikan pemahaman lebih mendalam kepada aparatur penegak hukum agar tidak
melakukan diskriminasi dalam konteks pemenuhan hak saksi dan ahli mendapatkan penggantian biaya guna memberikan kepastian
hukum kepada setiap subjek hukum. Selain itu perlu adanya advokasi dari institusi kepolisian dan kejaksaan kepada kementerian
keuangan untuk melakukan revisi peraturan menteri keuangan tentang standar biaya masukan agar di masa mendatang dapat
dihitung dan ditetapkan standar biaya masukan bagi saksi yang telah memberikan keterangan, serta pengawasan intensif baik secara
internal maupun eksternal. Diperlukan adanya peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang letak pos anggaran untuk penggantian
biaya yang terkonsentrasi pada satu lembaga atau tingkat pemeriksaan tertentu dan menjamin ketersediaan anggaran yang cukup
untuk pemenuhan hak-hak saksi dan ahli mendapatkan penggantian biaya.
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